BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Putusan MK No. 46/PUU-VII1/2010 tentang status anak luar kawin hanya mengatur
terkait dengan pembuktian melalui metode DNA namun tidak ada ketegasan ataupun
kewajiban yang memaksakan seorang yang diduga selaku ayah biologis untuk wajib
melakukan tes DNA, maka dapat dipastikan masalah pembuktian akan berlarut-larut
bahkan mungkin tidak akan pernah terbukti sehingga hal tersebut masih belum

memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

2. Hasil pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, hanya mengatur tentang hubungan perdata antara anak luar kawin dengan
ibu dan bapak biologisnya, tidak ada ketentuan secara eksplisit maupun implisit tentang
pengesahan anak luar kawin setelah diakui melalui metode DNA , sehingga putusan
tersebut dapat dikatakan masih belum berlaku secara efektif dan belum dapat
menghadirkan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Indikator
lain untuk mengukur ketidak-efektifitas daripada putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010
jika menggunakan teori daripada Soerjono Soekanto maka dapat ditemukan adanya 5
(lima) faktor yang sangat mempengaruhi ketidak-efektifitas tersebut, diantaranya faktor

hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya:

a) Faktor hukum. Meskipun MK telah membuat suatu kebijakan hukum baru terkait
status anak luar kawin yang bisa diakui jika telah dibuktikan dengan teknologi
(DNA) namun sampai saat ini tidak ada peraturan lanjutan yang dibuat oleh DPR

untuk mempertegas dan memperjelas keputusan tersebut.
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b) Faktor Penegak Hukum. Hakim MK dalam mengeluarkan keputusan tersebut tidak
memberikan ketegasan atau keharusan terhadap DPR selaku lembaga yang
berwenang untuk segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan merevisi atau
merubah pasal yang telah diputuskan.

c) Faktor sarana prasarana. Dalam realitasnya dapat dilihat bahwa sarana prasarana
terkhususnya terkait dengan uji DNA masih sangatlah minim, sebab tidak semua
daerah yang memiliki rumah sakit atau laboratorium kesehatan yang menyediakan
teknologi uji DNA.

d) Faktor Masyarakat. Dalam membuktikan status anak, tidak semua masyarakat dapat
menjangkau biaya daripada uji DNA yang dianggap begitu mahal bagi masyararakat
kalangan menengah kebawah.

e) Faktor Budaya. Adanya budaya nikah siri yang dianjurkan oleh agama islam, bahkan
tindakan zina yang sering terjadi dalam masyarakat. Tentu hal inilah yang
menyebabkan tidak efektifnya putusan MK tentang status anak luar perkawinan.

B. Saran

1. Mahkamah konstitusi diharapkan kedepannya harus lebih mengedepankan perlindungan
yang berbasis pada kepastian hukum dalam hal mengeluarkan suatu keputusan,
terkhususnya yang berkaitan dengan status anak luar kawin, serta kepada terduga orang
tua biologis seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan harus diberikan keharusan
untuk melaksanakan kewajibannya dan juga harus ada ketegasan terhadap para pembuat
undang-undang untuk segera menindaklanjuti suatu putusan yang dikeluarkan.

2. Perlu adanya politik hukum baru yang diambil oleh DPR maupun Pemerintah yang
mengatur secara spesifik terkait dengan pengesahan anak yang dilahirkan diluar

perkawinan, sehingga Putusan MK No. 46/PUU-VII1/2010 sebagaimana yang telah
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dikeluarkan oleh MK tidak hanya sebatas membuka ruang agar anak yang dilahirkan
diluar perkawinan sebatas hanya diakui oleh ayah biologis, tetapi perlu juga diatur terkait
dengan pengesahan anak luar kawin, sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan

dapat merasakan kepastian hukum yang sesungguhnya.
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